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Artikel ini dimaksudkan untuk:   pertama,  menganalisis apa urgensinya 
kriminalisasi terhadap penghinaan presiden dan wakil presiden dalam RUU KUHP,  
Kedua, menemukan model pengaturan tindak pidana penghinaan presiden yang 
selaras/sinkron dengan sistem hukum Indonesia.  Dari penelitian ini   diperoleh 
kesimpulan: pertama, perumusan kembali tindak pidana penghinaan presiden di 
dalam RUU KUHP  didasarkan argumentasi bahwa penghinaan terhadap presiden 
merupakan  yang merendahkan martabat presiden sebagai kepala negara yang 
seharusnya dijaga kehormatannya. Rumusan pasal tentang penghinaan presiden 
dalam RUU KUHP  menunjukkan kemajuan dibanding yang dirumuskan dalam  Pasal 
134, 136bis dan 137 KUHP,  meskipun demikian belum sepenuhnya mencerminkana 
asas kesebandingan kepentingan hukum negara dan masyarkat. Kedua, perumusan 
kembali tindak pidana penghinaan presiden dalam RUU KUHP yang sama dengan  
pasal dengan yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi menimbulkan 
disharmoni dalam sistem  peraturan perundang-undangan Indonesia.   Disharmoni 
tersebut dapat dihindari jika pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP 
dirumuskan secara berbeda dengan memperhatikan asas kesebandingan 
kepentingan hukum negara dan masyarakat, yaitu melalui model perumusan:  a) 
perumusan pasal penghinaan presiden harus dilakukan dengan selektif dan limitatif  
b) perlu diatur klausul yang dapat menfilter kapan dan dalam apa pasal pinghinaan 
presiden tersbut diterapkan.  c)  merubah bentuk tindak pidana penghinaan presiden 
dan wakil presiden dari tindak pidana umum menjadi tindak pidana aduan 
(klachtdelict). 





This article is intended to: first, analyze what is the urgency of criminalization 
against the humiliation of the president and vice president in the Draft Penal 
Code,  Second, finding a model for regulating criminal acts of presidential 
humiliation that is in harmony with the Indonesian legal system. From the 
research  it was concluded: first, the reformulation of the crime of insulting the 
president in the Draft Penal Code was based on the argument that the insult to 
the president was a degrading of the president as the head of state whose honor 
should be maintained. The formulation of articles on presidential humiliation in 
the Criminal Code Bill shows progress compared to those formulated in Article 
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134, 136bis and 137 of the Criminal Code, however it has not fully reflected the 
principle of comparable legal interests of the state and society. Second, the 
reformulation of the criminal act of presidential humiliation in the Draft Penal 
Code which is the same as the article that has been canceled by the 
Constitutional Court raises disharmony in the Indonesian legislative system. 
Disharmoni can be avoided if the article of president's humiliation in the Draft 
Penal Code is formulated differently by taking into account the principle of 
comparability of the legal interests of the state and society, namely through the 
formulation model: a) the formulation of articles on presidential humiliation must 
be done selectively and limitatively b) a clause that can filter when and in what 
article the president's pinghinaan was applied. c) change the form of criminal 
acts of insult to the president and vice president from general criminal acts to 
criminal acts of complaint (klachtdelict). 
Keywords: Harmonization, Article Of Presidential Devotion, RUU KUHP 
 
PENDAHULUAN 
Hukum pidana merupakan 
isntrumen hukum untuk melindungi 
kepentingan-kepentingan hukum 
yang ada di dalam masyarakat. Baik  
kepentingan hukum individu, 
kepentingan hukum masayarakat, 
maupun kepentingan hukum negara. 
Pembagian kepentingan hukum 
tersebut terlihat dari pengaturan bab-
bab di dalam sistematika Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP).1   
Sebagai instrumen hukum untuk 
melindungi martabat presiden dan 
wakil presiden, Pasal 134, Pasal 
136bis, dan Pasal 137 KUHP  rentan 
berbenturan dengan perlindungan 
kepentingan hukum masyarakat dan 
                                                          
1Oddy OS Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum 
Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 
2016, hlm. 35. 
individu, terutama terkait dengan 
hak-hak sipil dan politik. Hal ini dapat 
ditelusuri dari sejarah di era 
pemerintahan Orde Baru. Pada masa 
itu  pasal tersebut digunakan 
terhadap mereka yang kritis terhadap 
kebijakan pemerintah Orde Baru.2 Hal 
                                                          
2 Contoh kasus atas penggunaan Pasal 
134, Pasal 136bis, dan Pasal 137 KUHP 
antara lain adalah penangkapan terhadap Nuku 
Soleiman pada tahun 1994. Aktivis Gerakan Pro-
Demokrasi  yang akhirnya dijatuhi hukuman 3 
(tiga) tahun penjara di tingkat Pengadilan 
Negeri, dan 5 (lima) tahun di tingkat banding. 
Begitu juga yang terjadi dengan kasus politisi 
Sri Bintang Pamungkas, dosen Universitas 
Indonesia, aktivis, anggota DPR-RI (1995). Ia 
dijatuhi hukuman 2 tahun 10 bulan penjara. Di 
bulan Juli dan Agustus 2002, terjadi sejumlah 
penangkapan para aktivis politik di  Jakarta. 
Penangkapan tersebut menindaklanjuti 
serangkaian demo anti pemerintah dan anti 
Megawati yang difokuskan pada ketidakpuasan 
terhadap naiknya harga minyak dan beras serta 
ambruknya perekonomian Indonesia secara 
umum. Di masa jabatan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY), kebijakan 
penangkapan terhadap pelaku yang dituduh 
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ini dimungkinkan karena rumusan 
pasal Pasal 134, Pasal 136bis, dan 
Pasal 137 KUHP sangat umum, 
sehingga multi tafsir, atau dikenal 
sebagai pasal karet atau disebut pula 
sebagai “haatzai artikelen.” Hal ini 
tidak terlepas dari  sejarah KUHP 
yang berlaku saat ini, yaitu sebagai 
produk hukum warisan Pemerintah 
Kolonial Belanda, yang berasal dari  
WvS voor Nederlandsch-Indie (S.1915 
No. 732). Peraturan ini dinyatakan 
berlaku di Indonesia berdasarkan UU 
No1 Tahun 1946 jo UU No. 73 Tahun 
1958.3 Karena itu keberadaan pasal-
pasal tersebut merupakan bagian dari 
proteksi terhadap kepentingan 
                                                                                      
menghina Presiden dan Wakil Presiden masih 
kerap dijalankan. Misalnya, pada tahun 2004, 
Bai Harkat Firdaus,  mahasiswa  Universitas 
Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang membakar 
foto Soesilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf 
Kalla dalam sebuah Penyampaian Pendapat di 
Jakarta, dan dihukum 5 bulan penjara. Lihat 
Supriyadi Widodo Eddyono dan Fajrimei A.  
Gofar,  Menelisik Pasal-Pasal Proteksi Negara 
dalam  RUU KUHP: Catatan Kritis terhadap 
Pasal-Pasal Tindak Pidana Ideologi, Penghinaan 
terhadap Matabat Presiden dan Wakil Presiden 
dan Penghinaan terhadap Pemerintah, ELSAM 
dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, 
2007,  hlm. 4.  
3Barda Nawawi Arief, RUU KUHP Sebuah 
Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum 
Pidana Indonesia, Semarang: Pustaka Magister, 
2007, hlm. 5. 
 
Pemerintahan Kolonial Belanda.  Ini 
berarti secara  filosofis, yuridis, 
sosiologis dan politis kurang selaras 
dengan kepeingan hukum Bangsa 
Indonesia yang merdeka. 
Keputusan MK membatalkan 
Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 
137 KUHP dalam kenyataannya masih 
menimbulkan kontraversi. Sebagaian 
menyetujui bahkan mendukung 
keputusan tersebut. Namun dibagian 
yang lain beranggapan bahwa pasal-
pasal tersebut masih diperlukan. 
Dengan mendasarkan pada pendapat 
Jan Rammeling,
4  Butje Tampi, 
misalnya menyebutkan bahwa 
penghinaan terhadap martabat 
Presiden haruslah dipandang sebagai 
bentuk kebijakan yang melindungi 
Negara dari celaan sosial dan 
melindungi dari serangan politik yang 
secara sosial akan mengganggu 
ketertiban dalam masyarakat. 
Penghapusan terhadap pasal ini justru 
akan melahirkan subsosialitas. 5  Oleh 
                                                          
7Jan Rammelingk, Hukum Pidana 
Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari 
KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP 
Indonesia, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 
2003, hlm. 194. 
5 Butje Tampi, “Kontroversi Pencantuman 
Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil 
Presiden Dalam Kuhpidana Yang Akan Datang” 
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karena itu kebebasan berpendapat, 
seyogyanya kebebasan yang beretika, 
tidak merupakan kebebasan yang 
merupakan penghinaan terhadap 
martabat presiden. Maka dalam 
konteks sosial Pasal 134, dan 136 & 
137 bis KUHP tentang Kejahatan 
Terhadap Martabat Presiden dan 
Wakil Presiden adalah konstitusional 
dan pantas untuk dipandang penting 
keberadaan dan kekuatan 
mengikatnya.6 
Berkenaan dengan hal tersebut, 
dalam rangka pembaharuan KUHP, 
tim perumus Rancangan Undang-
Undang Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (RUU  KUHP) memasukan 
kembali pasal-pasal yang mengatur 
tentang penghinaan presiden dan 
wakil presiden.  Hal ini  menjadi 
persoalan ketika dikaitkan dengan  
sistem dan hirarkhi peraturan 
perundang-undangan di Indonesia. 
Karena pasal yang sama sudah 
pernah diuji di MK dan diputuskan 
dibatalkan, dengan alasan 
bertentangan dengan UUD 1945. 
Dengan tetap mempertahankan  
pasal-pasal penghinaan presiden 
                                                                                      
Jurnal Ilmu Hukum, Vol.III/No.9,Agustus 2016, 
hlm 21. 
6 Ibid., hlm. 22. 
maka menjadi tidak selaras dengan 
misi pemabahruan hukum pidana 
Indonesia. 
Studi ini bertujuan pertama,  untuk 
memperoleh gambaran formulasi 
pasal penghinaan presiden dalm RUU 
KUHP dan menganalisis dasar dan 
urgensinya dalam pembaharuan 
hukum pidana. Kedua, untuk 
menemukan model pengaturan tindak 
pidana penghinaan presiden yang 
selaras/sinkron dengan sistem hukum 
Indonesia.   
 
METODE PENELITIAN 
Dalam penelitian ini digunakan 
metode penelitian hukum doktrinal 
atau penelitian hukum normatif. 7 
Pendekatan yang digunakan meliptui: 
1) Pendekatan Perundang-undangan 
(statute approach). 2) Pendekatan 
Konseptual (conceptual approach). 3) 
Pendekatan Kasus (case approach). 
4) Pendekatan perbandingan 
(comperative approach). Obyek 
penelitian ini adalah bahan hukum 
terkait dengan pengaturan tindak 
pidana penghinaan presiden dan wakil 
presiden.  
                                                          
7 Suteki dan Galang Taufani, Metode 
Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan 
Praktik), Depok, PT Raja Grafindo Persada, 
2018, hlm. 265-266. 
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HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
Pengaturan Tindak Pidana 
Penghinaan Presiden Dalam 
KUHP  
Dalam KUHP pada mulanya tindak 
pidana penghinaan presiden dan wakil 
presiden diatur di dalam Pasal 134, 
Pasal 136 bis, dan Pasal 137.  KUHP 
yang berlaku di Indonesia adalah KUHP   
berasal dari Wet Boek van Straf vor 
Nederlamd Indie (WvS) yang 
merupakan peninggalan dari 
pemerintah kolonial Hindia Belanda. 
KUHP ini berlaku berdasarkan UU No. 1 
Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum 
Pidana.  Berdasarkan Pasal 8 UU No. 1 
Tahun 1946, angka 24-27,  Pasal 134, 
136 bis dan 137 KUHP dilakukan 
perubahan makna, "Koning of der 
Koningin" diganti dengan "President of 
den Vice-President". Pasal-pasal 135 
dan 136 dihapuskan. Dalam pasal 136 
bis bagian kalimat : "de artikelen 134, 
135 en 136" harus dibaca "artikel 134". 
Dalam pasal 137 bagian kalimat "de 
Koning, de Koningin, den gemaal der 
regeerende Koningin, den 
troonopvolger, een lid van het 
Konniklijke Huis of den Regent" harus 
dibaca "den President of den Vice-
President".8 
Anggara Suwahju, mennyebutkan 
bahwa kata "Koning of der Koningin"  
dalam Pasal 134 dalam arti asalnya 
bukanlah presiden atau wakil presiden, 
tetapi  terjemahan bebasnya adalah 
“King or the Queen” (raja atau ratu). 
Demikian pula dalam Pasal 137, 
terjemahan bebas: the King, the 
Queen, the husband of the reigning 
Queen, the heir to the throne, a 
member of the Royal House or the 
Regent (Raja, Ratu, suami dari Ratu 
yang memerintah, pewaris takhta, 
anggota dari Rumah Kerajaan atau 
Bupati). Jadi ketentuan-ketentuan ini 
pada dasarnya melindungi Raja/Ratu 
atau anggota keluarga Kerajaan 
Belanda yang kemudian melalui UU No 
1 Tahun 1946 diganti menjadi Presiden 
dan Wakil Presiden.9 
Dalam sejarahnya, ketetnuan 
tentang perlindungan terhadap raja dan 
keluarganya (lese-majeste) dibuat 
                                                          
8 Sekretariat Negara RI Sekretariat 
Negara RI ,   UU No. 1 Tahun 1946 Tentang 
Peraturan Hukum Pidana,  Pasal 8. 
9 Anggara Suwahju, “ Menyelisik Asal 
muasal pasal penghinaan Presiden dan 
problematikanya” <https://beritagar.id/ artikel/ 
telatah/ menelisik- rkuhp- asal-muasal- pasal- 
penghinaan-presiden-dan-problematikanya>, 
diunudh 11 September 2018.  
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sekitar tahun 1800-an,  diberlakukan di 
negara-negara monarki karena raja 
diindentikkan sebagai simbol negara. Di 
beberapa negara Eropa, lese majeste 
masih berlaku, seperti di Norwegia, 
Spanyol, Denmark, dan Belanda. Di 
Asia Tenggara hanya Thailand, hukum 
lese-majeste tertuang dalam bentuk 
aturan tentang penghinaan kepada raja 
beserta keluarganya sejak 1908. Saat 
itu, raja memiliki kekuasaan absolut.10 
Gambaran tersebut membuktikan 
bahwa pengaturan tentang penghinaan 
presiden dan wakil presiden tidak dapat 
dilepaskan dengan sistem 
pemerintahan yang dianut. Menurut  
Muliadi Anangkota, di  dunia ini 
terdapat sistem pemerintahan,  seperti 
Sistem Pemerintahan Parlementer; 
Sistem Pemerintahan Presidensial; 
Sistem Pemerintahan Campuran 
(Quasi), dan Sistem Pemerintahan 
Referendum.11 Sejarah mencatat bahwa 
Belanda sebagai asal KUHP yang 
berlaku di Indonesia saat ini  menganut 
                                                          
10  Gan Gan RA, “Pasal Penghinaan 
Presiden” <http://www.koran-
jakarta.com/pasal-penghinaan-presiden/> 
diunduh, 11 September 2018. 
11 Lihat  Anangkota,  “Klasifikasi Sistem 
Pemerintahan Perspektif Pemerintahan Modern 
Kekinian”,  CosmoGov: Jurnal Ilmu 
Pemerintahan ISSN 2442-5958 E-ISSN 2540-
8674 Vol.3 No.2, hlm. 151-154. 
sistema  pemerintahan parlementer. 
Dalam sistem ini pemerintahan 
dipimpin oleh Perdana Menterei. 
Sedang Kepala Negara dipegang oleh 
Raja/Ratu.  Oleh karena itu Pasal 143 
dan Pasal 147 diperuntukkan 
melindungi raja/ratu sebagai kepala 
negara. Kepala Negara yang tidak 
memegang jabatan sebagai kepala 
pemerintahan berpegang pada prinsip 
"the King can do no wrong".  Kuensinya 
keputusannya  pada dasarnya tidak 
dapat digugat ke Pengadilan. Karena itu 
seorang Kepala Negara dilindungi 
sedemikian rupa sehingga ia tidak 
boleh dikritik  dan dihina. Namun tidak 
demikian halnya dengan presiden atau 
perdana menteri sebagai kepala 
pemerintahan. Dalam konsep ini, yang 
dapat dikritik adalah Kepala 
Pemerintahan. Ketidakpuasan rakyat 
akan ditujukan secara langsung kepada 
Kepala Pemerintahan; bukan kepada 
Kepala Negara. Bagaimanapun juga, 
kebijakan yang diambil oleh Kepala 
Pemerintahanlah yang berdampak 
langsung kepada kelangsungan hidup 
rakyat. Itu sebabnya hukum pidana 
tidak memberikan proteksi khusus 
kepada Kepala Pemerintahan. 12  Oleh 
                                                          
12Anggara Suwahju, Loc., Cit.  
Usman, Permono  326 




karena itu di dalam KUHP Belanda yang 
menjadi rujukan KUHP Indonesia tidak 
diatur larangan melakukan Penghinaan 
(kritik)  terhadap perdana menteri 
sebagai kepala pemerintahan  di 
Belanda. 
Berbeda dengan sistem 
pemerintahan Belanda, Indonesia yang 
menganut sistem  presidensial dengan 
kekuasaan pemerintahan  dirangkap 
oleh presiden yang sekaligus sebagai 
kepala negara, maka prinsip "the King 
can do no wrong", menjadi tidak tepat. 
Karena dalam praktiknya akan sulit 
membedekan kapan penghinaan itu 
ditujukan terhadap kepala Negara, dan 
kapan pula penghinaan itu ditujukan 
kepada kepala pemerintahan. Oleh 
karena itu tepat jika MK membatalkan 
pasal-pasal Pasal 134, Pasal 136 bis, 
dan Pasal 137 KUHP. Persoalannya 
apakah presiden tidak perlu diberikan 
perlindungan hukum dari 
kemungkinan penghinaan yang 
dilakukan terhadapnya?   Dikaitkan 
dengan sistem pemerintahan di 
Indonesia, lebih baik jika mengurai 
kedudukan presiden sebagai individu 
yang menjabat presiden atau wakil 
presiden dan presiden sebagai jabatan. 
Karena dengan demikian akan 
memudahkan memetakan penghinaan 
itu ditujukan dalam kualifikasinya 
sebagai apa. Konsekuensinya tidak stiap 
penghinaan terhadap presiden dapat 
dimasukkan ke dalam bab  Kejahatan-
kejahatan Terhadap Martabat Presiden 
dan Wakil Presiden. Hanya penghinaan 
terhadap presidens sebagai penajabat 
negara yang dapat dimasukkan ke 
dalam bab ini. 
Pengaturan Tindak Pidana 
Penghinaan Presiden Dalam RUU 
KUHP  
Dalam RUU KUHP pengaturan 
tentang tindak pidana penghinaan 
presiden dan wakil presiden diatur di 
dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP.13  
Mencermati rumusan pasal  dalam RUU 
KUHP, pertanyaannya adalah, apa beda 
pasal 263 dan 264 RUU KUPH dengan 
Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 
KUHP yang telah dibatalkan oleh 
Mahkamah Konstitusi? Untuk itu secara 
                                                          
13 Lihat  Institute for Crmininal Justice  
Reform, “,Naskah Rancangan Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (RKUHP) “  Hasil 





2017-.pdf, 2017, hlm. 63.  
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normatif dapat digambarkan sebagai berikut:
Tabel 1. 
Perbandingan rumusan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam KUHP 
dan RUU KUHP 
 
KUHP RUU KUHP Perbedaan  
Pasal 134  
Penghinaan dengan 
sengaja terhadap Presiden 
atua Wakil Presiden 
diancam dengan pidana 
penjara paling lama enam 
tahun, atau pidana denda 
paling banyak empat ribu 








 Penghinaan  
 dengan sengaja  
 terhadap Presiden 
atua Wakil Presiden   
Pasal 263 
(1) Setiap orang yang di 
muka umum menghina 
Presiden atau Wakil 
Presiden, dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) 
tahun atau pidana 
denda paling banyak 
Kategori IV.  
(2) Tidak merupakan 
penghinaan jika 
perbuatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
jelas dilakukan untuk 
kepentingan umum atau 
pembelaan diri.    
Unsur (1) 
 di muka umum 
 menghina Presiden 
atau Wakil Presiden, 
 
Unsur (2) 
 Tidak merupakan 
penghinaan  
 jika jelas dilakukan 
untuk kepentingan 
umum atau pembelaan 
diri.    
RUU KUHP tidak 
memuat unsur 
dengan sengaja 







(1). KUHP tidak 
mengatur. 
 
pidana dalam RUU 






perbuatan apapun yang 
menyerang nama baik 
atau martabat Presiden 
atau Wakil Presiden di 
muka umum.  
Termasuk penghinaan 
adalah menista dengan 
surat, memfitnah, dan 
menghina dengan 




KUHP tidak ada 
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KUHP RUU KUHP Perbedaan  
tujuan memfitnah.  
 
Pasal 136 bis 
Pengertian penghinaan 
sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 134 mencakup 
juga perumusan perbuatan 
dalam pasal 135, jika itu 
dilakukan diluar kehadiran 
yang dihina, baik dengan 
tingkah laku di muka 
umum, maupun tidak 
dimuka umum baik lisan 
atau tulisan, namun 
dihadapan lebih dari empat 
orang, atau di hadapan 
orang ketiga, bertentangan 
dengan kehendaknya dan 
oleh karena itu merasa 
tersinggung.  
  
Pasal 137  
(1) Barang siapa 
menyiarkan, 
mempertunjukan, atau 
menempelkan di muka 
umum tulisan atau 
lukisan yang berisi 
penghinaan terhadap 
Presiden atau Wakil 
Presiden, dengan 
maksud supaya isi 
penghinaan diketahui 
atau lebih diketahui oleh 
umum, diancam dengan 
pidana penjara paling 
lama satu tahun empat 
bulan atau pidana 
denda paling banyak 









Setiap orang yang 
menyiarkan, 
mempertunjukkan, atau 
menempelkan tulisan atau 
gambar sehingga terlihat 
oleh umum, atau 
memperdengarkan 
rekaman sehingga 
terdengar oleh umum, yang 
berisi penghinaan terhadap 
Presiden atau Wakil 
Presiden dengan maksud 
agar isi penghinaan 
diketahui atau lebih 
diketahui umum, dipidana 
dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun 
atau pidana denda paling 












tidak ada dalam 
KUHP 
 
Pidana dalam RUU 
KUHP lebih berat 
4 tahun. 
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KUHP RUU KUHP Perbedaan  
di muka umum 
tulisan atau lukisan  
 yang berisi 
penghinaan 
terhadap Presiden 
atau Wakil Presiden,  
 dengan maksud 
supaya isi 
penghinaan 
diketahui atau lebih 
diketahui oleh umum 
 
tulisan atau gambar 
sehingga terlihat 
oleh umum, atau 
memperdengarkan 
rekaman  sehingga 
terdengar oleh 
umum,  
 yang berisi 
penghinaan 
terhadap Presiden 
atau Wakil Presiden  
 dengan maksud agar 
isi penghinaan 
diketahui atau lebih 
diketahui umum, 
 
Dilihat dari unsur pasal tentang 
penghinaan presiden di dalam KUHP 
maupun RUU KUHP, tidak jauh 
berbeda. Justru RUU KUHP tidak 
mnyertakan unsur kesengajaan 
sebagaimana dirumuskan dalam KUHP, 
sehingga cakupannya lebih luas dan 
kurang sepesifik. Meskipun demikian 
RUU KUHP memuat klausul 
pengecualian yang dapat 
menghapuskan pelanggaran dalam 
Pasal 264 ayat (1) sebagaimana 
dirumuskan pada ayat (2) yaitu tidak 
merupakan penghinaan jika jelas 
dilakukan untuk kepentingan umum 
atau pembelaan diri.  Selain itu 
kemajuan rumusan pasal penghinaan 
presiden dalam RUU KUHP adalah 
dimutnya penjelasan mengenai 
pengertian dari penghinaan.  
 Dari sisi jenis dan lama 
pidana, baik KUHP maupun RUU 
KUHP menggunakan jenis pidana 
yang sama, yaitu penjara dan 
denda yang diancamkan secara 
alternatif. Namun ancaman pidana 
penjara dalam RUU KUHP dalam 
Pasal 263 lebih rendah satu tahun  
dibanding dengan ancaman pidana 
dalam KUHP. Dalam perkembangan 
pembahasan di DPR, Hasil Pembahasan 
Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 
februari 2017),  terdapat perubahan 
dalam Pasal 264 ayat (2), yaitu dengan 
menambahkan kata “demi kebenaran” 
setelah kata kepentingan umum. Unsur 
ini menjadi lebih maju dibanding 
sebelumnya. Karena dapat 
memperjelas makna dan melindungi 
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masyarakat dalam memperjuangkan 
kebenaran dan keadilan. 
Berkenaan dengan rumusan 
penghinaan melalui media,  baik KUHP 
maupun RUU KUHP merumuskan 
dengan unsur yang sama. 
Berbedaannya Pasal 265 RUU KUHP 
memperluas dengan media audio. 
Demikian pula jenis pidana yang 
diancamkan, yaitu penjara dan denda, 
namun ancaman pidana dalam RUU 
jauh lebih berat. Dari 1 (satu) tahun 
empat bulan penjara yang diancamkan 
dalam KUHP, berubah menjadi 5 (lima) 
tahun penjara dalam RUU KUHP. 
Dengan perkembangan teknologi media 
massa, peluang terjadinya pelanggaran 
pasal tersebut semakin besar, maka hal 
ini nantinya akan membuat beban 
penagak hukum semakin berat. Di sisi 
lain beratnya ancaman pidana 
mengesankan pendekatan represif dari 
presiden terhadap masyarakat. 
Meskipun terdapat sedikit 
kemajuan dibanding rumusan pasal 
penghinaan presiden di dalam KUHP 
yang telah dibatalkan oleh Mahkamah 
Konstitusi, namun pasal 264 dan Pasal 
265 KUHP masih menyisakan beberapa  
persoalan. Pertama, jenis delik atau 
tindak pidana penghinaan presiden 
merupakan delik/tindak pidana umum, 
bukan delik aduan. 14   Sementara 
argumentasi dari perumus RUU KUHP, 
sebagaimana disebutkan dalam 
penjelasan Pasal 264 RUU KUHP, 
dikatakan bahwa “Penghinaan 
terhadap orang biasanya merupakan 
tindak pidana aduan, akan tetapi 
penghinaan terhadap Presiden atau 
Wakil Presiden dapat dituntut 
dengan tidak perlu ada pengaduan.” 
Penggunaan model delik umum satu 
sisi mengingat status presiden 
sebagai pejabat negara maka akan 
sulit untuk melakukan pengaduan 
setiap terjadi pelanggaran terhadap 
pasal tersebut, namun dengan 
status sebagai delik umum maka 
setiap orang  dapat melaporkan 
suatu perbuatan yang dianggap 
atau ditafsirkan sebagai penghinaan 
presiden.  
Meskipun dalam penjelasan 
Pasal 264 disebutkan bahwa, “Pasal 
ini tidak dimaksudkan untuk 
meniadakan atau mengurangi 
kebebasan mengajukan kritik 
                                                          
14  Dari sisi proses hukumnya, delik 
dibedakan menjadi delik biasa atau gewone 
delic dan delik aduan atau klacht delic. 
Terhadap delik biasa atau gewone delic untuk 
melakukan proses hukum terhadap pearkara 
tersebut tidak diperlukan pengaduan. 
Sedangkan pada  delik aduan atau klacht delic 
diperlukan adanya pengaduan. Eddy OS, Op. 
Cit., hlm. 145. 
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ataupun pendapat yang berbeda 
dengan yang dianut Presiden atau 
Wakil Presiden. Namun justru 
dengan menetapkan sebagai delik 
umum justru dapat menimbulkan 
ketidakpastian hukum, dan 
ketakutan bagi masyarakat untuk 
melakukan kritik terhadap presiden.  
 
Urgensinya Pasal Tentang 
Penghinaan Presiden Dalam 
Pembaharuan Hukum Pidana 
Indonesia 
Berkenan    dengan 
pembaharuan hukum pidana, persoalan  
adalah  apa urgensinya pasal 
penghinaan presiden dan wakil presiden 
ini dirumuskan kembali setelah 
sebelumnya hal yang sama di dalam 
KUHP dibatalkan oleh Mahkamah 
Konstitusi? 
Dalam teori kebijakan hukum 
pidana, untuk melakukan kriminalisasi15 
terhadap suatu perbuatan termasuk 
juga penghinaan terhadap presiden dan 
wakil presiden, asas penting yang perlu 
                                                          
15 Pengertian kriminalisasi tidak terbatas 
pada penetapan suatu perbuatan sebagai 
tindak pidana dan dapat dipidana, tetapi juga 
penambahan (peningkatan) sanksi pidana 
terhadap tindak pidana yang sudah ada.   
Salman Lutan,  “Asas dan Kreteria 
Kriminalisasi“, JURNAL HUKUM NO. 1 VOL. 16  
JANUARI  2009,  hlm.. 15. 
diperhatikan adalah asas legalitas, asas 
subsidiaritas, dan asas persamaan di 
muka hukum. Selain itu perlu pula  
dipertimbangkan berbagai kreteria, 
seperti:   1) Perbuatan tersebut 
haruslah benar-benar perbuatan anti 
sosial. Dalam arti perbuatan tersebut 
menyerang kepentingan hukum 
individu, masyarakat maupun 
kepentingan hukum negara; 2) Perlu 
diperhitungkan kapasitas penegakkan 
hukum pidana itu nantinya;  3) Harus 
dihitung cost and benefit principle, 
artinya biaya pembuatan  peraturan 
pidana harus benar-benar sesuai 
dengan tujuan dibentuknya peraturan 
pidana. 16  Selain itu menurut  
kriminalisasi harus mempertimbangkan 
bermacam-macam faktor lainnya, 
diantaranya: pertama, penilaian atau 
penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu 
dalam kaitannya dengan prioritas-
prioritas lainnya dalam pengalokasian 
sumber-sumber tenaga manusia; 
kedua, pengaruh sosial dari 
kriminalisasi dan dekriminalisasi yang 
berkenaan dengan atau dipandang dari 
                                                          
16 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam 
Hukum Pidana, Nusa Media Jakarta, 2011, hlm 
: 27-28. 
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pengaruh-pengaruh yang sekunder. 17 
Artinya terdapat beberapa syarat yang 
harus dipenuhi dalam kriminalisasi, 
yang  pada prinsipnya adalah pertama,  
adanya korban; kedua, bukan semata-
mata ditujukan untuk pembalasan; 
ketiga, harus berdasarkan asas ratio-
principle; dan keempat adanya 
kesepakatan sosial (public 
support)18.     
Dari berbagai pertimbangan dalam 
kriminalisasi tersebut, peneliti  
menelaah tiga dasar kriminalisasi 
terhadap penghinaan terhadap 
presiden, yaitu: pertama, apakah 
penghinaan presiden benar-benar 
perbuatan anti sosial, yang menyerang 
kepentingan hukum individu, 
masyarakat maupun kepentingan 
hukum negara? Kedua, adakah  
kesepakatan sosial (public support), 
bahwa penghinaan terhadap presiden 
perlu dikriminalisasi? Ketiga, apa 
pengaruh sosial dari kriminalisasi 
penghinaan terhadap presiden? 
                                                          
17 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-
Teori dan Kebijakan Pidana, Cet II, 
Bandung:Alumni  1998, hlm :166. 
18  Teguh Prasetyo dan Abdul Halim 
Barkatullah, Politik Hukum Pidana : Kajian 
Kebijjakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, 
Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 51. 
Berkenaan dengan indikator 
pertama, dapat dijelaskan bahwa 
norma umum menentapkan  
penghinaan adalah perbuatan tercela. 
Misalnya Pasal 310 KUHP. Demikian 
juga diatur dalam  Pasal 45 ayat (3) UU 
no 11 Tahun 2008 tentang informasi 
dan Transaksi Elelktronik sebagaimana 
diubah dengan  UU No 19 tahun 2016, 
tentang perubahan atas UU no 11 
Tahun 2008 tentang Informasi 
Transaksi Elektronik.  Dalam pejelasan 
Pasal 264 RUU KUHP, penghinaan  
pada hakikatnya merupakan perbuatan 
yang sangat tercela,  baik dilihat dari 
aspek  moral, agama, nilai-nilai 
kemasyarakatan dan nilai-nilai  
kemanusiaan, karena  merendahkan 
martabat kemanusiaan sebagai  nilai-
universal.  Oleh karena itu, secara 
teoritik dipandang sebagai 
“rechtsdelict”, “intrinsically wrong”, 
“mala per se” sehingga perlu dilarang 
(dikriminalisir) di berbagai negara.19 
Penghinaan sebagai mala per se 
atau mala in se atau malum in,  maka  
perbuatan tersebut dianggap sebagai 
sesuatu yang jahat, bukan karena 
diatur demikian atau dilarang hukum 
atau Undang-Undang melainkan pada 
                                                          
19 Penjelasan RUU KUHP  2017 
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dasarnya penipuan bertentangan 
dengan kewajaran, moral dan prinsip 
umum masyarakat yang beradab, 
sehingga penghinaan tersebut 
merupakan kejahatan yang natural atau 
wrong in themselves. 20    Persoalnnya 
apakah penghinaan secara umum sama 
dengan penghinaan terhadap presiden?  
Menurut Tim Perumus RUU 
KUHP, konsep penghinaan sebagai 
“rechtsdelict”, “intrinsically wrong”, 
“mala per se” juga berlaku terhadap 
presiden, dengan argumentasi bahwa 
dirasakan janggal atau tidak sepadan 
jika penghinaan terhadap orang biasa, 
orang yang sudah mati, bendera/lagu 
kebangsaan, lambang kenegaraan, 
petugas/pejabat umum, dan Kepala 
Negara sahabat saja dijadikan tindak 
pidana; sedangkan penghinaan 
terhadap Presiden tidak; terlebih 
status/posisi/kedudukan/ fungsi/tugas 
Presiden berbeda dengan orang biasa, 
dilihat dari sudut sosiologis, hukum dan 
ketata-negaraan.21 
Penjelasan tersebut 
menunjukkan bahwa Menurut Tim 
Perumus RUU KUHP memiliki 
                                                          
20 Miftahul Huda, “Mala in Se” dan “Mala 
Prohibita” http://www. miftakhulhuda.com 
/2010/08/ mala-in-se-dan-mala-prohibita.html 
(hukuman/pidana). Diunduh tanggal 13 
September 2018. 
21 Ibid. 
pandangan bahwa  penghinaan 
terhadap rpesiden dan wakil presiden 
merupakan perbuatan anti sosial, yang 
menyerang kepentingan hukum   
kepentingan hukum negara, karena 
dalam hal ini presiden dianggap 
sebagai simbul negara. Karean di 
Indonesia jabatan kepala negara dan 
kepala pemerintah berada dalam satu 
tangan, yaitu presiden. Ini berbeda 
dengan di Belanda, di mana kepala 
negara adalah raja/ratu. Sedangkan 
kepala pemerintahan dipegang oleh 
perdana menteri. Maka tidak ada 
larangan mengenai penghinaan 
terhadap perdana menteri. 
Meskipun penghinaan terhadap 
presiden dikatkan sebagai  
“rechtsdelict”, “intrinsically wrong”, 
“mala per  se”, mengacu pada kreteria 
kriminalisasi, perlu pula diperhitungkan 
pengaruh sosial dari kriminalisasi 
terhadap penghinaan presiden yang 
berkenaan dengan atau dipandang dari 
pengaruh-pengaruh yang sekunder. 
Sebagaimana diuraikan pada bagian 
sebelumnya, bahwa  keberadaan pasal 
penghinaan presiden sebagaimana 
diatur di dalam Pasal 134, 136bis dan 
137 KUHP telah menjerat banyak aktifis 
demokrasi dan HAM di Indonesia yang 
berusaha kritis terhadap pemerintah. 
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Karena dalam prakteknya sulit 
membedakan antara kritik dan 
penghinaan terhadap presiden, 
sehingga kegiatan penyempaian 
pendapat (demo) sering dimaknai 
sebagai penghinaan terhadap presiden. 
Oleh karena itu perumusan pasal 
penghinaan terhadap presiden dalam 
RUU KUHP juga berpotensi menjadi 
pengekangan kebebasan hak-hak 
menyampaikan pendapat.  
Berkenaan dengan kesepakatan 
sosial (public support) kriminalisasi 
terhadap penghinaan presiden, maka 
terdapat keberagaman pandangan di 
dalam masyarakat. Ada sebagian yang 
mendukung kriminalisasi terhadap 
penghinaan presiden. Ini terbukti 
dengan dirumuskannya dalam RUU 
KUHP. Juga terlihat dalam dicenting 
opinion Pendapat Hakim Konstitusi 
H.A.S. Natabaya dan H. Achmad 
Roestandi, dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 013-022/PUU-
IV/2006, bahwa Pasal penginaan 
presiden itu perlu. Perlindungan 
terhadap kepribadian pemangku 
terdapat juga dalam KUHP dari  
beberapa negara,    antara lain negara 
Jerman sebgaimana dirumuskan  dalam 
Deutsches Strafgesetzbuch.22  
Di Jerman, kejahatan penghinaan 
terhadap Presiden dikualifikasi sebagai 
kejahatan yang membahayakan negara 
hukum yang demokratis (democratishe 
rechtsstaat). Sebagaimana  diatur 
dalam Section 90 dari Title Three  
tentang Endangering The Democratic 
Rule of Law (Gefährdung des 
demokratischen Rechtsstaates). 
Berkenaan dengan perlunya pasal 
penghinaan presiden, Hakim Konstitusi 
I Dewa Gede Palguna dan Soedarsono 
berpendapat, bahwa dalam sebuah 
negara yang berbentuk Monarki 
Konstitusional, martabat negara 
dianggap melekat dalam diri Raja/Ratu, 
maka dalam negara yang berbentuk 
Republik dengan sistem Presidensial 
seperti Indonesia, martabat negara 
adalah melekat dalam diri Presiden, 
karena Presiden di samping sebagai 
Kepala Pemerintahan juga sejaligus 
sebagai  Kepala Negara yang diberikan 
hak-hak istimewa yang dalam hukum 
tata negara lazim disebut sebagai “hak 
prerogatif. 23  Akan tetapi tidak sedikit  
                                                          
22  Lihat dicenting opinion Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-
IV/2006. 
23  Lihat dicenting opinion I Dewa Gede 
Palguna dan Soedarsono, dalam Putusan 
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masyarakat yang menolak terhadap 
larangan penghinaan presiden. Hal ini 
antara lain terlihat dari perdebatan di 
tengah-tengah masyarakat banyak 
kelompok masyarakat yang menolak 
diaturnya kembali pasal terkait 
penghinaan presiden yang sebelumnya 
telah dibatalkan oleh Mahkamah 
Konstitusi. 24  Menurut Marjono 
Reksodiputro, dengan  merujuk pada 
nilai-nilai sosial dasar dalam 
masyarakat demokratik yang modern, 
maka tidak tidak diperlukan adanya 
pasal penghinaan khusus terhadap 
Presiden dan Wakil Presiden. Aturan 
tersebut  cukup diatur dengan Pasal 
310-321. KUHP. Karena dalam suatu 
negara republik, maka kepentingan 
negara tidak dapat dikaitkan dengan 
pribadi Presiden (dan Wakil Presiden), 
seperti yang berlaku untuk pribadi Raja 
                                                                                      
Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-
IV/2006. 
24  Penolakan Pasal tentang penghinaan 
presiden antara lain disampaikan oleh Direktur 
Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum 
Universitas Andalas Feri Amsari. Ia 
menyatakan, bahwa memastikan, pasal 
penghinaan presiden dan wapres yang saat ini 
sedang digodok dalam revisi KUHP, akan diuji 
kembali ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika 
benar-benar masuk dalam KUHP. "Kalau ada 
yang protes, harus diikuti langkah-langkah 
konstitusional dengan pengujian materi ke MK," 
kata Feri di Jakarta, Rabu (7/2/2018). Feri 
yakin permohonan uji materi akan dikabulkan 
oleh MK. Karena MK, pasti akan 
mempertimbangkan putusan sebelumnya, yakni 
putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006.   
dalam suatu negara kerajaan. Demikian 
juga JE. Sahetapy berpendapat, bahwa 
Pasal-pasal 134, 136bis dan Pasal 137 
KUHP/W.v.S.   dalam era demokrasi 
reformasi tidak lagi relevan dan hilang 
"raison d'etre"-nya, atau hilang rasio 
urgensi pengaturannya dalam KUHP.25 
Dari dua pandangan yang 
berseberangan sebagaimana diuraikan 
sebelumnya peneliti berpendapat, 
bahwa untuk menjaga kehormatan 
presiden sebagai simbol negara 
diperlukan perlindungan hukum 
terhadap presiden dari tindakan yang 
dapat merendahkan martabanya 
sebagai kepala negara. Urgensinya juga 
dapat dikaitkan dengan nilai-nilai  sosial 
budaya bangsa Indonesia tentang 
penghormatan terhadap orang-orang 
yang dituakan; tokoh-tokoh yang 
dimulyakan; harusnya termasuk juga 
presiden sebagai  simbol negara.  
Dalam kajian BPHN disimpulkan, bahwa 
                                                          
25Menurut JE Sahetapy, perlu dibedakan 
antara kritik dan pencemaran nama 
baik/fitnah/penghinaan. Menihilkan tukang 
kritik sama dengan membangun pemerintahan 
yang tiran dan otoriter". Penghinaan tidak 
bermotivasi luhur. Kritik bermotivasi luhur. "... 
fungsi kritik jangan dilihat sebagai post factum, 
sebab jika tidak ... disebut sebagai 
penghinaan... "Pemerintahan yang demokratis 
meniscayakan budaya kritik". "...hadirnya 
tukang kritik menjadi pilar sebuah 
pemerintahan yang demokratis". lihat pendapat 
JE Sahetapy  dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.. 
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pengaturan delik penghinaan terhadap 
pejabat masih relevan untuk 
dipertahankan, karena Presiden dan 
Wakilnya merupakan pencerminan 
seluruh rakyat dan Negara yang harus 
dilindungi martabat dan jabatannya dari 
tindakan pelecehan dengan 
sewenangwenang untuk merendahkan. 
Namun penerapan pasal-pasal 
penghinaan tidak boleh sebagai cara 
pemerintah mengendalikan dan 
mematikan kritik terhadap perilaku dan 
kebijakan Presiden. Karena penerapan 
delik penghinaan yang berlebih yang 
berkaitan dengan hak warga negara 
untuk menyampaikan pendapat atau 
kritik terhadap pemerintah atau 
kebijakan pejabat publik akan 
mematikan secara perlahan demokrasi.  
Sebaliknya  penggunaan hak warga 
negara untuk menyampaikan kritik 
secara berlebihan terhadap pejabat 
negara dan pemerintah akan 
melahirkan sikap anarkis.26  
Memang tidak mudah untuk 
menemukan dua kepentingan hukum 
yang berseberangan. Di satu sisi 
perlindungan terhadap martabat 




diunduh 16 Okotber 2018. 
 
presiden. Di sisi lain hak-hak warga 
negara untuk menyampaikan kritik dan 
koreksi terhadap presiden. Menghapus 
dengan serta merta pasal tentang 
penghinaan presiden dapat dapat 
diaartikan sebagai mengabaikan  
perlindungan kehormatan tersehadap 
presiden. Akan tetapi pengaturan yang 
sama dengan yang diatur dalam Pasal 
134. 136bis,dan 137 KUHP juga dapat 
mengabaikan kepentingan hukum 
masyarkat dan ketidakpastian hukum.   
Oleh karena itu jalan tengahnya adalah 
dengan cara membatasi kemungkinan 
penggunaan pasal penghinaan 
presiden. Caranya adalah dalam pasal 
tentang penghinaan seharusnya diatur 
juga klausul yang dapat menfilter 
kapan dan dalam apa pasal pinghinaan 
presiden tersbut diterapkan. Misalnya 
melalui merubah bentuk tindak pidana 
penghinaan presiden dan wakil 
presiden dari tindak pidana umum 
menjadi tindak pidana aduan 
(klachtdelict). Dengan dijadikan sebagai 
delik aduan maka presiden atau 
kuasanya dapat menimbang-nimbang 
kapan harus mengaduan dalam hal 
terjadi palanggaran terhadap pasal 
tersebut. Sehingga dapat menilai 
apakah penghinaan itu layak untuk 
diadukan atau tidak. Karena semakin 
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sering presiden melakukan pengaduan, 
maka akan semakin turun kredibilatas 
presiden. Cara lain dengan 
merumuskan secara ketat konsep 
hukum tindak pidana penghinaan 
presiden.  Sehingga jelas dan tidak 




Berdasarkan pembahasan dan 
análisis pada bagian sebelumnya dapat 
disimpulkan sebagai berikut: pertama, 
perumusan kembali tindak pidana 
penghinaan presiden di dalam RUU 
KUHP  didasarkan argumentasi bahwa 
penghinaan terhadap presiden 
merupakan tindak pidana mala per se, 
sehingga presiden sebagai seorang 
kepala negara perlu dijaga 
kehormatannya. Rumusan pasal tentang 
penghinaan presiden dalam RUU KUHP 
pada prinsipnya sama dengan yang 
dirumuskan dalam Pasal 134, 136bis 
dan 137 KUHP, namun terdapat 
beberapa perbedaan, yang 
menunjukkan kemajuan dibanding yang 
dirumuskan dalam  Pasal 134, 136bis 
dan 137 KUHP.  Meskipun demikian 
belum sepenuhnya mencerminkana 
asas kesebandingan kepentingan 
hukum, yang terlihat dari:  a)  RUU 
KUHP tidak memuat unsur dengan 
sengaja (mens rea). Kedua,  RUU KUHP 
mengatur pengecualian terhadap 
pelanggaran ayat (1) yang tidak diatur 
dalam  KUHP; c) ancaman pidana dalam 
RUU KUHP lebih rendah 1 tahun. 
Sedangkan untuk penghinaan dengan 
menggunakan media, RUU KUHP 
menambahkan unsur 
memperdengarkan rekaman yang tidak 
ada dalam KUHP dan pidana penjara 
lebih berat 4 tahun. Kedua, perumusan 
kembali tindak pidana penghinaan 
presiden dalam RUU KUHP yang pada 
dasarnya sama dengan Pasal-pasal  
yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah 
Konstitusi karena bertentangan dengan 
UUD 1945  menimbulkan disharmoni 
dalam sistem  peraturan perundang-
undangan Indonesia.   Disharmoni 
tersebut dapat dihindari jika pasal 
penghinaan presiden dalam RUU KUHP 
dirumuskan secara berbeda dengan 
memperhatikan asas kesebandingan 
kepentingan hukum negara dan 
masyarakat, yaitu melalui model 
perumusan:  a) perumusan pasal 
penghinaan presiden harus dilakukan 
dengan limitatif sesuai dengan asas  
hukum lex scripta (tertulis), lex stricta 
(ditafsirkan seperti yang dimaksud UU), 
dan lex certa (tidak multi tafsir). b) 
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perlu diatur juga klausul yang dapat 
menfilter kapan dan dalam apa pasal 
pinghinaan presiden tersbut diterapkan.  
c)  merubah bentuk tindak pidana 
penghinaan presiden dan wakil presiden 
dari tindak pidana umum menjadi 
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